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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
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Nr.92, 1954, PEGAWAI JANG TEWAS TUNDJANGAN ISTIMEWA, Peraturan
Pemerintah Nr.51 tahun 1954, tentang pllblriln tund ja-
ngan istimewa kepada keluarga pegawal jang tewas (Pen-
djelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr, 668.).-

PER E NDONE

Menimbang, bahwa pada waktu ini berlaku berbagai Pera-
turan tentang ponbcrian tundjangan istimewa kepada keluarga pegaval
Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar blasa, se
hingga dianggap perlu mengadakan suatu Peraturan jang blrSIIllh ig
berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri;-

Meningat:
& .,Peraturan Pemerintah Nr .23 tahun 19503
beStaablad 1921 Nr 10 bijblad Nr 11230 dan Staatsblad 1948 Nr 108,

Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-62 tang
gal 20D Jul i 19543

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA
KELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS .=

B -
DALAM PERATURAN INI JANG DINIRUURAR DENGAN:
1, Pegawai, ialah,
a.Pngawai Nognri sipil tetap dan sementara:
bemereka jang dipekerdjakan pada djabatan Negeri dengan diberika
wang bulanah jang dibajar dari anggaran belandja untuk pegawai
Negerl Sipil:

II. T e w & s, 1alah meninggal dunia:

ac,dalam dan kerena mendjalankan tugas klﬂlddibﬁlljl:

be.dalam keadaan lain, jang ada hubungan dengan dinasnja, sehing-
ga kematian itu dapat disamakan dengan meninggal dunia dalam
dan karena mendjalankan tugas kewadjibannjaj

C.jang langsung dilakibatkan karena luka2 :nupun tjatjat2 rochani
ata% djasmani jang didapat dalam hal2 tersebut dalam & dan b
diatas;

d.karena perbuatan anasir:jang tidak bertanggung djawab ataupun
segala akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu,

III. Djanda, 1alah isteri pegawail jang dikawin dengan sjah dan pada

vaktu pegawal meninggal dunia masih mendjadl isterinja.-

IV, Anak, ialah anak darl perkawinan jJang sjah pegawal jang tewas
dan/atau anak pegawail itu jang disahkan menurut Undang2 Negara.

V. Orang tua, ialah ajah dan/atau ibu pegawai jang tewas.
Vi.Gadji 1alah:

&, Gadji menurut Peraturan Gadji jang berlaku, termasuk djuga
gadji tambahan peralihan dan pensiun djika pnnsiun itu di=-
kurangkan dari gadjij

be uwang/tundjangan bulanan, jang bersifat gadji dibajar dari
anggaran belandja untuk pogawai,sctalah diselaraskan dengan
Peraturan Gadji jang berlakuj
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Pagsal 2,-

Kepada djanda pegawal Jang tewas diberi tundjangan sebesar
25% dari gadjl terachir jang diterima oleh bekas pegawai 1tw

Apabila pegawai jang tewas meninggalkan lebih darl seorang
djanda maka tundjangan untuk tiap2 djanda ditetapkan sebesar
tundjangan termaksud dalam ajat 1 dibagli djumlah isteri pada
sa'at pegawal itu meninggak duniaj

Besarnja tundjangan untuk seorang djanda. sebulannja tidak
boleh lebih dari Rp.200.~(dua ratus rupiah).

3=

Dasar untuk ncng%%tung anak jatim (platu) 1alah£

a, untuk anak-anak pegawal laki2 jang tewas, sebesar tun-
djangan djanda Jang ditetapkan menurut ketentuan dalam
pasal 2 ajat 1 dar 33

be untuk amak-anak pegawal wanita jang tewas, sebesar tundja
ngan untuk seorang djanda dari pegawal lakiZ jang dapat
dipandang sama keadaannja dengan pegawaili wanita 1itu,

Besarnja tundjangan anak2 sebulan selama ada seorang isteri

Jang berhak menerima tundjangan djanda lalah:
Untuk 1 anak 25% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
Untuk 2 anak 40% dari dasar termaksud dalam ajat 1
Untuk 3 anak 50% dari dasar termaksud dalam ajat 1j
Untuk 4 anak 55% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
U?tukls anak atau lebih 60% darl dasar teryaksud dalam
ajat 1j

Besarnja tundjangan untuk anak? jang tidak termasuk dalam

ajat 2 ialah:
untuk 1 anak 40% dari dasar termasud dalam ajat 1j
untuk 2 anak 70% dari dasar termaksud dalam ajat 13
untuk 3 anak 100%dari dasar termaksud dalam ajat 1j
untuk 4 anak 115%dari dasar termaksud dalam ajat 1}
ugt%kls anak atau lebih 120% dari dasar termaksud dalam
aja }

Kepada anak? jang 1bu dan ajahnja mendjadi pegawal dan kedua
duanja tewas, hanja diberikan satu tundjangan atas dasar jg
lebih nongunﬁungkan.-

Tundjangan untuk arak2 jang berlainman ibu/ajahnja ditetap-
kan untuk tiap2 golongan anak jang seibu-ajah tersendiri,
dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam
sesuatu golongan tidak memperngaruhl djumlah2 tundjangan un-
tuk golongan2 apak lain, ketjuall dalam hal tambahan anak
termasuk dalam pasal 9 ajat l.=

Dign%;ﬁisolua tundjangan anak termasuk ajat 8 tidak boleh

mele 3

aedjumlah dasar untuk menghitung tundjangan termalsut dalam
ajat 1 selama masih ada seorang isterl jang berhak meneri-
ma tundjanganp

bedua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagl iste~
ri jang berhak menerima tundjanganj

Apabila batas2 djumlah semua tundjangan tersebut dalam ajatk
6 dilampaul, maka tundjangan untuk tiapZ2 golongan anak di-
kurangl demikian rupa hingga imbangan perhitungan menurut
ajat 2 atau ajat 3 tetap sama,.-
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Pagal 4,

le, a, Apabila pegawal jang tewag tidak meninggalkan djanda dar
atau amak, maka kepada ajah dan ibunja dapat diberikan
tundjangan, djika orang tua itu karenma tewasnja pegawal
termaksud sangat membutuhkan sokongan.-

be Besarnja tundjanga itu berdjumlah 50% darli tundjangan
termaksud dalam pasal 2 ajat 1 jo ajat 3.-

ce Djika kedua orang tua telah bertjeral dan keduanja memby
tuhkan sokongan, maka kepada mereka masing-masing diber]
kan tundjangan %arsrndiri sebesar separoh dari djumlah
termaksud huruf be- '

2, Dalam hal tundjangan termaksud dalam ajat 1 dapat ditetapka
karena tewasnja lebih darl seorang pegawal, maka kepada ors
tuanja jang bersangkutan hanja dapat dib-rlkan satu tundja-
ngan jang paling tinggl djumlahnjae.=

Pasal Se=

Tundjangan t1dak diberikan kepad:s
a, djanda jang kawinnja terdjadli pada satat sesudah almar-
hum suaminja mendapat luka2 maupun tjatjat rochani/djas-

mani tersebut dalam pasal 1 sub II huruf c.

be Leanak jang telah mentjapail umur 21 tahun penuh, kawin
atan bekerdja pada Pemerintah dengan mendapa® gadji
Rpel50,= atau lebih sebulan,

IT.anak=-anak jang dilahirkan dari isteri tersebut dalam
haruf a.=

Pasal 6,

Djumlah tundjangan ditetapkan dengan membulatksan petjahan ru-
piah mendjadl satu rupiah.-

1, Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permin-
taan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh Kepa=-
la Kantor Urusan Pegawail, dengan member#fcan anggaran Negara,

: keterangan asli atau jg dapat
2¢ Permintaan inl harus disertairis nnbnle-membpulsbilan
diterima sebagal penggantinja untuk membuktlkan hak atas
tundjangan termaksud,-

Pasal 8,
Apabila penetapan tundjangan djanda/anak dlkemudian hari terny:
ta salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mes
tinja dengan surat keputusan baru jang memuat alasan’perubahan
itu, dengan ketentuan bahwa kelebihan tundjangan jang mungkin
telah dibajarkan, hanja dipungut kemball dalam hal kesalahan
itu disebabkan karena diadjukan keterangan2 jang tidak benar,
sedangkan jang kurang diterimas diberikan kepada jang berke-
pentingane,=

Pasal 9,
le Tundjangan diberikan mulai bulan berikutnja bulan pegawal
meninggal dunla, dengan ketentuan bahwa bagl anak(nak) jang
dilahirkan scsuﬂah pegawal meninggal dunia, pemberian tun-
djangan dilakukan mulal bulan berikutnja bulan kelahirannja

2¢ Tundjangan jang tidak dilminta dalam dua tahun sesudah tewas
nja pegawai, diberikan mulai bulan diterimanja permintaan.-
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Pasal 10,-

TUNDJANGAN TIDAK DIBAJARKANDIN:
a.kepada djanda Jang bersnami lagi atan meninggal dunia
mulal bulan berikatnja bulan perkawinan atan kematian

b.kepada anak jang mentjapail umur 21 tahun, menikah, be
kerdja pada pemerintah dengan mendapat gadji bulanan

Rp.150,~ atau lebih atau meninggal dunia, mulal bulan

berikatnja bulan hal-hal itu terdjadij
c.orang tua jang ternjata tidak membutuhkan sokongan la=-

gl atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnja bulan
hal=-hal itu 4injatakan denzan ketentuan bahwa untuk
seterusnja tundjangan itu tidak dapat diberikan lagij
de.selama jang bersangkntan atas kaputusan Pengadilan
mendjalanl hukuman karena melakukan kedjahatan,

Djika ﬁerkawinan termaksud dalam ajat 1 huruf a ter-
putus ymaka terhltung dari bulan berikuinja bulan terpu-
tusnja perkawinan itu, djanda jang bersangkutan dapat
menerima lagi tundjangan jang telah/atau, djika mengun-
tungkan, kepadanja diberikan tundjangan jang menurut
neraturan ini dapat diperolehnja karena perkawinan te-
rachir,

Pasal 11

Hak atas tundjangan jane ditetapkan menurut peraturan
inl tidak dapat dipindahkan,

Surat penetapan tundjangan bolsh dipergunakan untnk
tangzungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu
bank jang ditundjuk oleh Menteri Keuangane

Djika penerima tundjangan telah memberl kunasa kepada
orang lain untuk menerima tundjangan itu, maka sewaktiu
waktu kuasa itu dapat ditarik kembali,

Semna perdjandjlan jang bertentangan dengan jang di-
maksudkan dalam ajat2 diatas tildak mempunjal keknatan
hukum,

Pasal 12,
Terhadap keluarga pegawal, jJang tewas sebelum tanggal
berlakunja peraturan ini, tetap berlaku peraturan2 lama
Mulail tangzal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan
lama tidak berlakn lagl terhadap keluarga pegawal jang
tewas pada atan sesudah tanggzal itu.

Pasal 13
Dalam hal? luar biasa maka Perdana Menteri dapat

menjimpang dari ketentpan® dalam peraturan ini,

Pasal 14
Peraturan inl muntail berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, meme-

rintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem
patan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Dinndangkan

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal

7 September 1954,-

Presiden Republik Indonesia,
Soekarn

Wakil Perdana Menteri II,

dto.Zainul Arifin.

pada tgl. 5 Oktober 1954,

Menterl Kehakiman
dto. Djodl Gondoknsumo,

Menterl Keuangan a.l.

dto. Ijoktohadisurjo,
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Nr 668, PEGAWATI JANG TEWAS ,TUNDJANGAW ISTIMEWA. Pendjelasan Peraturan
Pemerintah Nr.51 tahun 1954, tentang pemberian tundjangan 1isti-
mewa kspada pegawal jang tewas,

PENDJELASATW,
UMU M,

Peraturan Pemerintah ini mempunjal maksud untuk mengganti pera-
o turan lama jang berlainan tentang pemberian tundjangan kepada keluarga
pegawal Wegeri Jang tewas dengan sunatu peraturan jang bersamaan, jang
berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan keluarga
Jang ditinggalkan, ;
Ketentnan-ketentuan dalam peraturan baru inl pada umumnja dise-
sesunaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr.23
| tahan 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan antard lains
a, diadakan kemungkinan pemberian tundjangan kepada érang tua pegawal
! jang tewas, -
be menalkkan djumlah tundjangan paling tinggl Rpe 200,==
[ 1+ ge menatapkan pemberian tundjangan jang sama, dalam hal?/ meninggal du-
s nfia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan dan kare-
na perbuatan anasir2 jang tidak bertanggung djawab dan sebagainga.

! PASAL DZMI PASAL,

Pasal.l,
Pada pokoknja dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunla:
1. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatang
2. langsnng atan tidak langsung diakibatkan karena perbunatan terror
jang dilakukan oleh penentang Pemerintahe.

Perlu didjelaskan bahwa meningzal dunia karena sakit jang dise-
babkan berbagal kekurangan? jang diderita oleh masjarakat umumnja dism-
atu daerah atau diseluruh Negeri, sepertl kekurangan makanan, obat-obats
alat2 dan sebagainja, tidak termasuk arti "tewas",

Pasal
Tund jangan djanda pegawal jang tewas karena hal? tersebut dalam
angka 1 dan 2 pasal ini diatas, jang dalam peraturan Pemerintah Nr.23
tahun 1950 ditentukan sebesar masing2 20f dan 30% dalam peraturan baru
inl ditetapkan sama besarnja mendjadi 25%, karena untuk dewasa ini di-
pandang lebih sesual dengan keadaans

Pasal 3. )
Ketentuan2 dalam pasal ini pada umumnja disesuaikan dengan ke-
tentuan? dalam peraturan Pemerintah Nr.19 tahun 1952,

Pasal 4,

Untuk dapat menerima tnndjanszan maka orang tua jang berkspentinga
harus menjampaikan surat permohonan disertai surat keterangan dagi Bu-
pati jang bersangkutan, jang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sa=~
ngat membutuhkan sokongane

Pasal 5 s/d pasal 11,

Umpmnja sesunal dengan peraturan lama,

Mengenal pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mem=-
pertimbangkan pemberian tundjangan timbul keragu-raguan tentang sebab
sabab meninggalnja pegawail,maka ssharusnja dimintakan keterangan lebih
dahnlu darl seorang tabib atau lebih jang ditundjuk oleh Kementerian Ke-
sehatan, jang menjatakan, bahwa meninggalnja itu langsung diakibatkan
karsna 1uka? manpun tjatint rochani/djasmani termaksud dalam pasal 1
sub II huruf e.

Pasal 12,

Paraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawal jang tewas

atan dianggap tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini.

Pasal 13.

TR | PTTUTT TET TR ey WY NN GETTUGTRNS. DTN, r 71, [ e e <l IO eC RSN soey NN wpeogen QRS CEE S TSN S TG



-

PENDJELASATNW,
UMU M,

Peraturan Pemerintah ini mempunjai maksud untuk mengganti pera-
turan lama jang berlalnan tentang pemberian tundjangan kepada keluarga
pegawal Wegeri Jang tewas dengan suatu peraturan jang bersamaan, jang
berlaku untuk seluaruh pegawal Negeri Sipil untuk kepentingan kaiuargn
jang ditinggalkan,

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnja dise-
sesnaikan dengan Peraturan Pemsrintah Republik Indonesia dahulu Nr.23
tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan antara lains
a., dladakan kemungkinan pemberian tundjangan kepada érang tua pegawal

Jang tewas, -
be menaikkan djumlah tundjangan paling tinggl Rpe 200,==
') con-+* @o menetapkan psmberian tundjangan jang sama, dalam hal?/meninggal du-
/ nfia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjliban djabatan dan kare-
na perbuatan anasir2 jang tidak bertangzung djawab dan sebagainga.

PASAL D3IMI PASAL.

""‘-\'

Pasal.l.
Pada pokoknja dengan "tewas™ dimaksudkan meninggal dunia:
1. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjlban djabatang
2. langsnng atan tldak langsung dlakibatkan karsna perbuatan terror
jang dijakukan oleh penentang Pemerintah,

Perlu didjelaskan bahwa meninggal dunia karsna sakit jang dise-
babkan berbagai kekurangan? jang diderita oleh masjarakat umumnja disg-
atu daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obata
alat2? dan sebagalnja, tidak termasuk arti "tewas".

Pasa
Tundjangan djanda pegawail jang tewas karena hal2 tersabut dalam
angka 1 dan 2 pasal inl dlatas, jang dalam peraturan Pemerintah Nr.23
tahun 1950 ditentukan sebesar masing2 20% dan 30% dalam peraturan baru
ini ditetapkan sama besarnja mendjadi 25¢, karena untuk dewasa ini di-
pandang leblh sesual dengan keadaans

Pasal 2, ‘
Ketentuan2 dalam pasal ini pada umumnja disesunaikan dengan ke-
tentuan2 dalam peraturan Pemerintah Nr,19 tahun 1952,

Pasal 4,

Untuk dapat menerima tundjanzan maka orang tua jang berkepentinga
harus menjampaikan surat permochonan disertai surat keteranzan dagi Bu-
pati jang bersangknutan, Jang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sa=-
ngat merbutuhkan sokongane

Pasal 5 s/d pasal 1l1l.

Umumnja sesunal dengan peraturan lama,

Mengenal pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mem=-
pertimbangkan pemberian tundjangan timbul keragu-raguan tentang sebab
sebab meninggalnja pegawal,maka seharusnja dimintakan keterangan lebih
dahnlu darl seorang tabih atau lebih jang ditundjuk oleh Kementerian Ke-
sehatan, jang menjatakan, bahwa meninggalnja itu langsung diakibatkan
karena 1uka2 manpun tjatiat rochani/djasmani termaksud dalam pasal 1
sub TI huruf e.

Pasal 12,

Paraturan inil tidak berlaku terhadap keluarga pegawval jang tewas

atan dianggap tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini.

Pasal 13,
Dalam mempertimbangkan penglaksanaan peraturan ini terlebih dahu-

1n sndah diduga bahwa akan didjumpai soal2 jJang sangat sulit pemetja-
hannja ataupun jang tidak dapat dipetjahkan semata® menurut bunji pera=-
turan ini, sehingga dianggap perlu diadakan suatu padal jang memungkine-

fng pemberian tandjangan dengan menjimpang dari ketentuan2 peraturan
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